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PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 05 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

NOMOR 06 P.KPK TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN K0MISI PEMBERANTASAN K0RUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :    a.  bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berhak 

memperoleh cuti bersama yang pelaksanaannya 

disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan 

pemerintah; 

b.  bahwa ketentuan terkait hak cuti bersama dalam 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 P.KPK 

Tahun 2006 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 06 

P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi 

Pemberantasan Korupsi tidak selaras dengan ketentuan 

hukum dan menimbulkan problematika terhadap hak cuti 

tahunan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud    

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 
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P.KPK Tahun 2006 tentang Kepegawaian Komisi 

Pemberantasan Korupsi;  

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5698); 

                       2.  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 78); 

                         3.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK 

Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan 

Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi; 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 06 P.KPK TAHUN 2006 

TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 43 dalam Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan 

Kepegawaian Komisi Pemberantasan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang 

Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi 

diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: 

 

                                Pasal 43 

(1) Pegawai dan Penasihat berhak memperoleh cuti 

bersama sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Hak cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak mengurangi hak cuti tahunan dan hak cuti besar. 

(3) Pelaksanaan cuti bersama lebih lanjut ditetapkan oleh 

Sekretaris Jenderal. 

 

Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

 

 

   Ditetapkan di Jakarta 

   pada tanggal 21 Mei 2018 

 

   KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

   REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AGUS RAHARDJO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Mei 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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